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LAPORAN BADAN LEGISLASI 

ATAS  
PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU TAHUN 2025--2029 

DAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2025 DALAM 
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA 
 

Disampaikan oleh:  
Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. 

Ketua Badan Legislasi, A-85 
 

Selasa, 19 November 2024 
 

Assalamualaikum Wr. Wb, 
Salam Sejahtera bagi kita semua, 
Om Swastiastu, 
Namo Buddhaya, 
Salam Kebajikan. 

 

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan; 

Yth. Saudara Menteri Hukum ; dan  

Hadirin yang berbahagia. 

 
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 

Maha Esa, atas rahmat dan karunia serta perkenan-Nya kepada kita semua, 

sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam 

keadaan sehat wal’afiat. 

Pada kesempatan ini, perkenankan saya selaku Pimpinan Badan Legislasi 

atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil penyusunan 

Prolegnas RUU Tahun 2025--2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 
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telah dibahas oleh Badan Legislasi bersama Kementerian Hukum RI dan 

Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI. 

 

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, 

Dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional Rancangan 

Undang-Undang Tahun 2025--2029 (Prolegnas RUU Tahun 2025--2029) 

dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2025 (Prolegnas RUU 

Prioritas Tahun 2025), Badan Legislasi telah menerima usulan 150 (seratus 

lima puluh) RUU dari komisi, fraksi-fraksi, Anggota DPR, masyarakat 

maupun aspirasi hasil kunjungan kerja ke daerah. 

 
Pemerintah dalam Rapat Kerja yang dilaksanakan tanggal 18 

November 2024 mengajukan 40 (empat puluh) RUU untuk dimasukkan ke 

dalam Prolegnas RUU Tahun 2025--2029 dan 8 (delapan) RUU sebagai 

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. Sementara DPD mengajukan 109 

(seratus sembilan) RUU untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas RUU Tahun 

2025--2029 dan 15 (lima belas) RUU sebagai Prolegnas RUU Prioritas 

Tahun 2025. Sehingga dalam penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—

2029 terdapat 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) RUU yang 

dipertimbangkan untuk dimasukan dalam Prolegnas 5 (lima) tahunan.  

 
Dari jumlah tersebut di atas Badan Legislasi telah membicarakan dan 

membahas semua usulan RUU tersebut dalam Rapat Kerja dan Rapat Panitia 

Kerja yang diselenggarakan pada tanggal 18 November 2024. Pendapat dan 

pandangan yang mengemuka dalam  pembicaraan dan pembahasan 

tersebut, antara lain terkait dengan: 
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a. Evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024; 

b. RUU usul DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI; serta 

c. Rasionalitas penetapan jumlah RUU dalam Prolegnas, serta berbagai 

saran  dan masukan yang disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi, 

Kementerian Hukum RI, serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD 

RI. 

 
Berdasarkan hal tersebut di atas, Rapat Kerja Badan Legislasi bersama 

Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI  

memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: 

1. Jumlah Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 sebanyak 176 (seratus tujuh    

puluh enam) RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka; dan 

2. Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 sebanyak 41 (empat 

puluh  satu) RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka. 

 
Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, 

 
Adapun secara lengkap daftar RUU sebagaimana dimaksud, terlampir 

dalam laporan Badan Legislasi ini. 

 

Demikian laporan Badan Legislasi mengenai penyusunan Prolegnas RUU 

Tahun 2025--2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, untuk itu 

mohon kiranya agar  Daftar Prolegnas RUU Tahun 2025--2029 dan 

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dapat disetujui oleh Rapat Paripurna 

DPR RI untuk ditetapkan. 

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih 

kepada semua Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja untuk 
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menyelesaikan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025--2029 dan 

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. Terima kasih juga kami ucapkan 

kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan 

terhadap kegiatan Badan Legislasi, baik dari tim Pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Hukum, Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-

Undang DPD RI yang ditugaskan dalam pembahasan penyusunan Prolegnas 

RUU Tahun 2025--2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 ini. 

Pimpinan DPR, Anggota DPR, Fraksi-fraksi, Sekretariat, Tenaga Ahli Badan 

Legislasi, dan Badan Keahlian Dewan sehingga Prolegnas RUU Tahun 2025-

-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun ini dapat diselesaikan. 

 
Sekian, terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

Jakarta, 19 November 2024 

KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI 
 

Ttd 
 

Dr. BOB HASAN, S.H. M.H 
A-85 

 


